PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang :

Mengingat :

a.

NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAISELATAN,

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
dipandang perlu untuk  melakukan  penyesuaian dan
meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan yang berkenaan dengan RetribusiDaerah;

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan
pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek retribusi daerah dan penetapantarif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN

TERTENTU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Hulu SungaiSelatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Hulu SungaiSelatan.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang,
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan
umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan
yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya
atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan
tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung
dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan
luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana
tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah
persentase berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari lantai
dasar bangunan, di tempat bangunan gedung tersebut didirikan sampai
dengan titik puncak bangunan.

Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman
dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang
pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya,
kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Trayek adalah adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan
jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta
lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayektertentu.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan
dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang
harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izintersebut.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta
pengawasan penyetorannya.



25.

26.

27.

28.

29.

30.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 11
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi IzinGangguan;

c. Retribusi Izin Trayek;dan

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

(1)

Pasal 4

Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu
bangunan.



(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya dengan
berpedoman pada rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan
tetap memperhatikan KDB, KLB, KKB, dan pengawasan penggunaan
bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin
mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi IMB adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi IMB, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi IMB.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diukur
berdasarkan luas bangunan, jenis, fungsi, dan lokasi.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8
(1) Struktur besaran tarif Retribusi Dasar IMB (RDImb) adalah jumlah perkalian

Indek Bangunan (IB) dengan Luas Bangunan (LB).

(2) RDImb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan baru
dikenakan 100%, sedangkan perluasan, rehabilitasi dan/atau renovasi
bangunan dikenakan sebesar 50%.



(3) Retribusi IMB (RIMB) terutang adalah penjumlahan dari rumussebagai
berikut :

RIMB = RDImb + Biaya Pemeriksaan + Biaya Pengawasan + Biaya
Penggantian Pembuatan PapanNama.

(4) Apabila bangunan sudah ada/atau dalam proses pengerjaan, maka Retribusi
IMB terutang sebagaimana ayat (3) dikenakan denda 100% dari RDImb yang
ada.

(5) Apabila terjadi pengalihan fungsi izin mendirikan bangunan, maka Retribusi
IMB terutang dikenakan denda 200% dari RDImb yang ada.

(6) Besaran Indek Bangunan, Biaya Pemeriksaan, Biaya Pengawasan, dan Biaya
Penggantian Pembuatan Papan Nama sebagaimana tercantum pada ayat (3)
terlampir pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan
pemberian izin gangguan.

Pasal 10

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan
kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan danpengendalian
kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban
lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Izin Gangguan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Tingkat pemberian izin
Gangguan berdasarkan perkalian indek faktor-faktor sebagai berikut:

a. Luas Ruang TempatUsaha;
b. Gangguan; dan
c. Lokasi.

Luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana
penunjang kegiatannya.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan
untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
yangbersangkutan.

Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 14

Struktur besaran tarif Retribusi Dasar 1zin Gangguan (RDIg) adalah jumlah
perkalian :
RDIg = TL x IG x IL x LRTU/TTU.

Keterangan :

RDIg = Retribusi Dasar IzinGangguan.
TL = TarifLingkungan.

IG = IndekGangguan.

IL = IndekLokasi

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha.
TTU = Tinggi TempatUsaha.

RDIg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk izin gangguan baru
dikenakan100%.

Retribusi Izin Gangguan terutang adalah penjumlahan dari rumus sebagai
berikut :
RIG=  RDIg + BiayaSurvey.

Besarnya retribusi perpanjangan izin gangguan yang terutang sebesar 100%x
retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Besarnya retribusi izin gangguan yang hilang wajib dilaporkan dan akan
diterbitkan izin penggantian dengan biaya sebesar 125% dari retribusi
terutang.



(6) Besaran Indek Tarif Lingkungan, Indek Gangguan, Luas Ruang Tempat
Usaha dan Tinggi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TRAYEK

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian
izin trayek.

Pasal 16

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau
Badan untuk menyelenggarakan angkutan penumpang umum pada suatu atau
beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

(1) Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasall8

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan atas jasa yang
diberikan dari pelayanan izin yang diberikan dan rute perjalanan pada suatu
trayek, wilayah operasi, dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 19

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang bersangkutan.
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(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20
Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek, ditetapkan sebagai berikut :
a. Trayek Baru sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
b. Perpanjangan Trayek Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
c. Balik Nama Izin Trayek Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah).

BAB VI
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas Pelayanan
pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 22

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang
pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan
pembudidayaan ikan.

Pasal 23

(1) Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh jasa pelayanan dan pemberian izin usaha perikanan dari
Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan Lokasi, Jenis
dan Luas ruang tempat usaha pembudidayaan ikan.
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Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 25

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan
didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan
hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:
a. Penangkapan Ikan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);

b. Pembudidayaan Ikan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah); dan
c. Pengolahan Ikan sebesar sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah).

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 27

Jenis retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk dalam
Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 28
Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 29

(1) Masa retribusi IMB adalah jangka waktu selama 1 (satu) kali pelayanan
pemberian izin bangunan.

(2) Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih
berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(3) Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib
dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 ( satu ) tahun sekali.
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(4) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan selama usaha tersebut
masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun
sekali.

Pasal 30

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB X
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 31
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 32

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaskud pada ayat (4) didahului
dengan Surat Teguran.

(5) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang
bersangkutan.

(6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 33
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
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(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 34

(1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 35

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan
kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus
diberi keputusan oleh Bupati.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan
Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.
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Pasal 37

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas)bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan
memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang- utang Retribusi
tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat
2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran;atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun
tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib
retribusi.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 41

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMERIKSAAN

Pasal 42

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan retribusi.

Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
retribusi yang terutang;
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b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur
dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 44

Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri
sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j- menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Bupati.

(2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanan Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Wakil Bupati, Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, Camat dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan
ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan
Dearah ini.
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Pasal 48

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka retribusi yang diatur
dalam :

a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1999
tentang Retribusi [zin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 1999 Nomor22).

b. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999
tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 1999 Nomor23).

c. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2006
tentang Retribusi Izin Trayek ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2006 Nomor 8 Seri C Nomor Seri 1, Tambahan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 81).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI’I

Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 22 Desember 2011 Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ZAINI FAHRI
TTD NIP. 19690314 199503 1 002

ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 13
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan
meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah,
maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan
murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat
ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan
fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk
menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian
pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang
ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan
terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi
perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tersebut adalah :

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi IzinGangguan;

o

Retribusi Izin Trayek;dan

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat(2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Wajib pajak A akan mendirikan bangunan permanen untuk tempat
tinggal di jalan nasional dengan rincian Luas Bangunan 100 m2 dengan
pagar keliling 54 m dan tinggi pagar 2 m.
Rincian Biaya yang dikenakan adalah :
A. Retribusi Dasar IMB letak di jalan nasional adalah :

1.Bangunan 100 m2 x Rp. 5.000 = 500.000
2.Pagar 108 m2 x Rp. 3.000 =324.000
Jumlah = 824.000
B. Biaya Pemeriksaan Rp. 25.000
C.Biaya Pengawasan Rp. 30.000
D.Biaya Papan Nama Rp. 50.000

Retribusi IMB Terutang = A+B+C+D
= 824.000 + 25.000 + 30.000 + 50.000 = Rp. 929.000

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Perusahaan “ X “ akan membuat usaha Pabrik Tahu seluas 100m2 di
daerah pemukiman di tepijalan kabu  paten dengan skala gangguan
besar.
Rincian Biaya yang dikenakan adalah :
A. Retribusi Dasar Izin Gangguan (RDIg)adalah :
1. Tariflingkungan 100 m2 x Rp. 1.050
2. Indek lokasi di JI.Kabupaten adalah 2
3. Indeks gangguanbesar adalah 3
RDIg = tarif lingkungan x indek lokasi x indek gangguan x luas
= Rp. 1.050 x 2 x 3 x 100m2 = Rp.630.000
B. Biaya Survey = Rp. 25.000

Retribusi [zinGangguanTerutang =A+B
= 630.000 + 25.000
= 655.000
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
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Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 13

23



Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Nomor 13

Tanggal

22 Desember 2011

STRUKTUR BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNGAN

BESARAN RETRIBUSI DASAR

a. Bangunan TidakKomersial

Klasifikasi
No Sifat Bangunan & Klas Jalan Nama Bangunan Permanen | Semi Permancn| Tidak Permanen
| |TIDAK KOMERSIAL / Meter 2 - Bangunan Rp  5000(Rp 3,500{ Rp 2,000
Jalan Nasional/Negara - Pagar Rp  3,000({Rp 2,000 Rp 1,000
- Jembatan Rp  3500|Rp 2,000| Rp 1,500
- Turap / Siring Rp  3,000{Rp 1,500| Rp 1,000
- Rabat / Selasar Rp  1,500|Rp 1,000| Rp 750
- Bak Tinja Rp 3,500 Rp 2,500| Rp 1,000
- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung [Rp 3,500 | Rp 2,500
tiap Lantai
2 |TIDAK KOMERSIAL | Meter 2 - Bangunan Rp  3,000|Rp 2,000| Rp 1,500
Jalan Provinsi - Pagar Rp  2,000(Rp 1,500 Rp 1,000
- Jembatan Rp  2,500(Rp 1,500 Rp 1,000
- Turap / Siring Rp  2,000|{Rp 1,000| Rp 750
- Rabat / Selasar Rp  1,500|Rp 1,000| Rp 750
- Bak Tinja Rp 2500 Rp 2,000| Rp 1,000
- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung Rp 2,500 [ Rp 2,000 | Rp 1,000
tiap Lantai
3 |TIDAK KOMERSIAL | Meter 2 - Bangunan Rp  2500|Rp 1,500 Rp 1,000
Jalan Kabupaten/Perumahan/Gang | - Pagar Rp  1,500|Rp 1,000| Rp 750
- Jembatan Rp  2,000{Rp 1,500 | Rp 750
- Turap / Siring Rp  1,500(Rp 1,000 Rp 750
- Rabat / Selasar Rp  1,500(Rp 1,000 Rp 750
- Bak Tinja Rp 2000 Rp 1,500| Rp 1,000
- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung | Rp 2,000 {Rp 1,500 | Rp 1,000
tiap Lantai
* |TIDAK KOMERSIAL | Meter 2 - Bangunan Rp  2000|{Rp 1,500| Rp 1,000
Jalan desa/setapak - Pagar Rp  1,000{Rp 750|Rp 700
- Jembatan Rp  1,000{Rp 750|Rp 500
- Turap / Siring Rp  1,000{Rp 70| Rp 500
- Rabat / Selasar Rp 750(Rp 500| Rp 375
- Bak Tinja Rp  1,500|Rp 1,000| Rp 750
- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung [ Rp 1,500 | Rp 1,000 | Rp 750

tiap Lantai
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b. Bangunan Komersial

No| Sifat Bangunan & Klas Jalan Nama Bangunan Klsikas
Permanen | Semi Permanen | Tidak Permanen
|| KOMERSIAL / Meter? - Bangunan Rp 14000{Rp  10000{Rp 6,00
Jalan Nasional/Negara - Pagar Rp 10500{Rp  4000{Rp 2000
- Jembatan Rp 10000{Rp  8000{Rp 4000
- Turap / Siring Rp  8000{Rp  4000{Rp 2,000
- Rahat | Selasar Rp 4000(Rp  3000{Rp 1500
- Bak Tinja Rp 10500{Rp  T700{Rp 450
- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung Rp 10500 (Rp 7500 |Rp 4500
tiap Lantai
! |KOMERSIAL / Meter 2 - Bangunan Rp 10000{Rp  6,000{Rp 3,000
Jalan Provinsi /Perumahan - Pagar Rp 4000(Rp  2000{Rp 1500
- Jembatan Rp 8000(Rp  4000{Rp 2,000
- Turap / Siring Rp  4000{Rp  2000{Rp 1500
- Rahat | Selasar Rp 3000{Rp  1300{Rp 1,000
- Bak Tinja Rp  T900{Rp  4500{Rp 2,000
- Khusus Bangunan Bertingkat dihifung Ry 7500{Rp 4500 |Rp 2000
tiap Lantai
5 |KOMERSIAL / Meter ? - Bangunan Rp 4000(Rp  3000[Rp 2000
Jalan Kabupaten/Gang - Pagar Rp 200(Rp  1300{Rp 1,000
- Jembatan Rp 3000(Rp  2000{Rp 1,000
- Turap / Siring Rp 200(Rp  1300| Rp 730
- Rabat / Selasar Rp  1300|{Rp  1,000{Rp 730
- Bak Tinja Rp 3000{Rp  2000{Rp 1300
- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung Rp - 3000{Rp 2000 {Rp 1500

tiap Lantai
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c. Bangunan Pelengkap

No|  JENIS BANGUNAN PELENGKAP VOLUME / BENTUK TARIF SATUAN
I [Saluran Air -Lebar 0,28 5/d 0,40 m Rp 1500 M
- Lebar 0,41 3/d 1,00 m Rp 200 M
- Lebar 1,018/d 1,50 m Rp 2,500 M
- Lebar 1,50 m Keatas Rp 2750 M
2 |Kolam - Kolam Berenang Mewah Rp 7,000 M
- Kolam Berenang Sedang/Biasa Rp 5000 M
- Kolam Berenang Sederhana Rp 4000 M
3 [Pipa - Pipa air Rp 1,000 M
- Pipa Gas Rp 2,000 M
- Tower Rp 50,000 M
4 |Tiang Listrik, Telepone, antena - Listrik Rp  8300| Batang
- Telephone Rp 50| Batang
- Antena Komersial Rp 520 M
- Antena Non Komersial Rp 2,000 M
5 [Kabel - Kabel Listrik Bawah Tanah Rp 5000 M
- Kabel Listrik Atas Tanah Rp 2,500 M
- Kabel Telephone Bawah Tanah Rp 5000 M
- Kabel Telephone Atas Tanah Rp 2,500 M
6 |Pemasangan Landasan Mesin - Beton Bertulang Rp 10,000 M
- Beton Tidak Bertulang Rp 750 M
T |Gorong-gorong - Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm Rp 750 M
- Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm Rp 1,000 M
- Gorong gorong plat beton tinggi 1 cm Rp 2,000 M
§ |Tangki - Tangki Air Vol. 1-3 m Rp 10000]  Buah
- Tangki Air Vol.3 m keatas Rp 15000  Buah
- Tangki Minyak terpendam diameter 0s/d Im  |[Rp 10,000 M’
- Tangki Minyak terpendam diameter 1s/d2m  |Rp 15,000 M
- Tangki Minyak terpendam diameter 2 m keatas  |Rp 25,000 M’
9 |Billhoard / Bangunan Reklame - Billboard / Reklame 2 s/d 3 m Rp 15000 M
- Billboard / Reklame 3 s/d 5 m Rp 20,000 M
- Billboard / Reklame 5 m keatas Rp 25,000 M
10 |Menara Telekomunikasi/Tower sejenisnya |- Rangka Baja,/Pipa/Beton Rp 5,000,000 M
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d. BESARAN BIAYALAINNYA

1. BiayaPemeriksaan Rp. 25.000,-
2. BiayaPengawasan Rp. 30.000,-
3. Biaya PapanNama Rp. 50.000,-

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFI’I
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Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 13
Tanggal 22 Desember 2011

STRUKTUR BESARAN TARIF IZIN GANGGUAN

BESARAN RETRIBUSI DASAR

A. TarifLingkungan

Kondisi Lingkungan

Kawasan Kawasan Industri dan Pertokoan dan| Pemukiman

Ukuran Luasan Budidaya | Perdagangan
2 2 H 2
Hutan /m Pertanian / m2 [ m?2 Pasar / m= | Sosial/ m

- Luas 25 m2 kebawah Rp 1,250| Rp 1,500 | Rp 750 | Rp 550 | Rp 650

-Luas 26 m2s/d 100m2 |Rp 1,500 | Rp 1,750 | Rp 950 | Rp 7001 Rp 1,050

- Luas 101 m2 s/d 500 m2| Rp 1,750 | Rp 2000|Rp 1,100|Rp  1,000| Rp 1,400

-Luas501m2s/d1.000m2 |Rp 2,000 Rp  3000(Rp 1300 Rp 1,150| Rp 1,900

- Luas 1.000 m2 keatas | Rp 2,000| Rp 3,000 | Rp 1,500 | Rp 1,500 Rp 2,000

B. Indek Gangguan (IG)

Gangguan sangat besar dengannilai =
Gangguan besar dengan nilai =
Gangguan sedang/menengah dengannilai =
Gangguan kecil dengan nilai =

PO

C. Indek Lokasi (IL)

Jalan utama (jalan Negara/Nasional dan Provinsi)dengan nilai =
Jalan perairan umum ditepi perairan umumdengan nilai =
Jalan sekunder (jalan kabupaten)dengan nilai =
Jalan lingkungan (jalan kecamatan/desa)dengannilai =

PO

D. LRTU(Luas Ruang Tempat Usaha perM?

adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang
kegiatannya

E. TTU (Tempat Tinggi Usaha perMeter)

adalah tinggi yang akan didirikan meliputi ruang/bangunan terbuka dan
ruang/bangunan tertutup
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II. BIAYA LAINNYA

Biaya Survey Rp. 25.000,-

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD SAFTI’I
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